SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 257 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN

Menimbang

Mengingat

LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
membentuk Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan
Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Permohonan
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bantul;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PERMOHONAN PENERAPAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL.

Membentuk Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan

Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim Penilai Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan
penelitian dan penilaian atas permohonan penerapan
Badan Layanan Umum Daerah;

b. meneliti persyaratan penerapan Badan Layanan Umum
Daerah yang meliputi persyaratan substansi, teknis dan
administratif;

c. melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD); dan

d. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai
bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan
Bupati Bantul tentang Penerapan atau Penolakan
Penerapan PPK-BLUD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Permohonan

Penerapan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada

Bupati Bantul.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.



KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Ketua Tim Penilai dengan berpedoman kepada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
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Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul,

6. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda.
Kabupaten Bantul; dan

7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 257 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERMOHONAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO JABATAN JABATAN DALAM INSTANSI
DALAM TIM
1 2 3
1. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. | Wakil Ketua Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda.
Kabupaten Bantul
3. | Sekretaris 1. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan
Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4. | Anggota 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bantul

3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul

5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten
Bantul

7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda.

Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



